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RINGKASAN I)ENELITJAN 

TANAU KAS DESA DI ERA OTONOMJ DAERAH ( Sri 
, 'inHisi, Sumardji, Tahun 2005 t 28 halaman) 

P nnasaJahan yang dikaji daJam penelitian ini adalah bagaimana pengeJoJaan tanah kas 
d 'sa di ern otonomi daerah menurul perspeklirhukum rmsionul. 

Peudekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan 
p rundang-undangan dan pendekatan !mnsep!ual. Dengan men£gunakan kedua model 
J ·IJ(J~kat.an tc!fsebul, dalam penelitian illj akan dilakukan pengkajjan nlc!ndalam m~ngctlaj 
p raturan perundang-undangan dibidang hukum agrr.ria dan hukum administrasi 
k ususnyn tcntung pcngcloluun mnah kus dCSll di eru otonomi duerah. Uahan hukum yang 
d gunakan adalah bahan hukum primer dim bahan hukllm sekunder. Bahan hukum primer 
b rupa Undang-Undans Pokok Agrarh dan peraturan - ·peraturan pelaksanaannya. 
S' angkan bahan hukum sekunder berupa karj<l ilmiah para sarjana, hasil-husil 
p 'nclitian dan jumal ilmiah :d1Ususnya dibida!1g Hukum Agraria. Bahan hukum yang 
t lah terkumpuJ diolah secara kualitatif melalui proses penalaran hukum yang logis 
s stematis. 

Dari husH penelitian menllnjllkkun h,lhwtl tnnah kas dcsa IHcfllpakun bllgian dari 
k 'kayaan dcsa yang merupakan potensi dalam rnenjalankan urusan rumah tangga dcsa. 

esa mempunyai k~wenangan untuk menjalankan otonomi desa bcrdasarkan kctentuan 
a at, mempunyai kekayaan baik berupa ~annh-tanah ulnyat, bengkvk maupun bcrbagai 
j nis tanah bondho desa. Hal ini bcrarti desa memiliki otonomi dalam arti kemandirian 
d Ilam mcngurus Jan mencntukan persoalun-pcrsoalun yang berkuilan dcngan tanah yang 
b rada diwilayahnya. Pengaturan tentang tanah kas desa dalam kaitannya dengan sumbcr 
p ndapatan dan kekayaan d~sa terdapat dalam LJndang-Undang Nomor 22 Tahun J999 
d 111 tdull digulIli ucngull U"dulIg-Umlang NomoI' 32 Tuhllfl 20U4 lcnlung J>t:mcnnluhull 

aecah yang dia.ur dalam Bah XI, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216. Berdasarkan 
p ngaturan diatas 3angat jelus bahwa Jesa 'llerupakan otonomi yang asJi, bulat dan utuh 
5 rta bukan meT' 'oakan pemberian dari pemerintah, seb&Jiknya pemerintah berkewajiban 
t cnghorrnati otor'omi asli yang dimiliki oleh deslt tersebct. Sehagai kesatuan masyamkat 
h kum yang mempunyui susunan asH berJasarkan hak istimcwa, maka dcsa dupal 

elakukan perbuatan hukum publik maupun hukum perdata. m~miliki kekayaan. harta 
b 'lll.iLl sena dOpUl diluruut dan m~nuntut dimuka p~lIgad;lan . Bakaitun Jcngun kt:kayaall 
y ng dimi!iki desa. salah satunya mnah kus desa merupakan kekayaan yang digunakan 
u tuk membangun dan rncmberdayakan masyarakat desa. (L.P. Faklllta~ Hukum 
I niversitas Airlallgga, SUll1bcr biaya: Dircktorat Pembinaan Pcnelitian dan Pengabdian 
r da Ma5yarakat. DIP Nomor : 73/DPJM-DMI:?005, Tanggal 15 .Iuli 2(05) 
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KA'r A l'ENGANTAR 

Puji syukur kehuuirat Ailah SWT karenu penelitian yang be~iudul Pcngclohmn 

T mah Kas Desa Oi Era Otonomi Daerah ini tcluh dapat diselesaikan. Penyusunan 

: oran penelitian ini tidak lepas dari bantuan para pihak. Untuk itu kepuda para pihak 

y ng tcrkait dalam penyusllnan laporan pcnclitian ini kami sampnikan banyuk tcnma 

k lsih. 

Kami menyadari bahwa laporan pcnelitian ini kurang scmpurna. Untuk ilU, kami 

I ohon kritik dan saran yng b~rsitat rncrnh.mgun dcmi scmpurna"'alt pcneliti,," mi. 

khirnya semoga lap,oran pellelitian ini dupat mcnghasilkdn manfnat bagi kitn semuu dan 

k ususnya dalam pengembangan Hukum Agraria. 

Surabaya, Nopembel 2005 

Kctua Pencliti, 

Sri Winursi, S.H.,M.H. 
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IIMl [ 

PENOA Il l) LUAN 

I. Lata r 8clakang Mnsnlilh Dnn RUI!lUSilll Mllsailli , 

Tanah Il1c:ncgang pcranan sl:ntral da lam lalU kchidupan hc rmasyara'kul 

schingga negam mcmandang rcrlll untllk rncngmlsai bumi. air dan flltln g angkasa 

sebesar-besamya untuk kcmakmumn m\...-yul. Hal ini sesuai dengan amana! yang 

tcnnuat dalam ketemuan Pasal 33 aya! (3) UUD 1945. Pengakuan yang diatur 

da lam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, lebih lanjut diatur dalam Undang

Undnng Republ ik Indonesia Nemar 5 Tahun 1960 (lembaran Negara Repubiik 

Indonesia Tahurr 1960 NOmIJf IC4. Tambnhan I.crr.barnn Ncgara Rcpuhlik 

Indonesia Nomor 2043) tentang Pcrnturan Dasa( Pokok-Pokok Agrnria 

(sc lunj ulnyu discbut UUPA). I-lui ini scjulun dcngan pernyuwun yang atilt dalarn 

konsideran UUPA, ciibawah kata bcrpendnpnt dikcmukakan bahwn diperlukan 

adanya t:ukum Agraria nnsional l::crdasnrkun alas Hukum Adat tentang lanah 

yung sederhana dun mCI~Drnin h':p3stiull hukull1 bagi scluruh rukyat. Iial in i 

bcrart i, UUPA yang mengat~l r t~ntang Illlkum tanah nasiuna l berdasarkan I-iukllm 

Adat. UliPA sangatjclas sekrt!i mCl lgcnul prinsip pengakuan tcrhadap Hak Ulayal 

dan huk~hnk sClupa duri musyuml(;:ll I-/ukum Adu! scbngaimnna yang dimakslld 

dalam Pasal 3 UUPA dan Peratura" Menteri Negara Agraria/Kepala Bndan 

Pertanahan Nasional l"omor 5 Tal:un 199Y (enta ilS Penyelesaiun Musalah Hak 

Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Dalam kflilan ini , !-Ink Ulayat yang diakui 

menurut UUPA adalah I-Iak Ulayat masyarakuf Hukum Adal yang dianggap masih 

ada dnn ap&biln terdapnt sckelompnk orang yang masih merasa terikat oleh 

tnlannn hutum adatnyn scbagai wnrgr, bcrsnma sunlu pcrsekutuan hukum tertentu 

yang I1lcngukui clan mcneraphn kctentuan-kctcllluan pcrsekuluan tcrsebut dalam 

krh idup.1n s~hari-h:\fi . 
, 
, !'!II LI II 

I Jll!U'wn"'···, 
1nIn'a.urIi'.&.II A.btr: .. 

I 51111 .. ·, 
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M~nurllt 'leer Haar B=n, didalam membicarakan Hak Ulayat tidak tcrlepas 

dalum membicurukan tanoh kas desn atau tunah hondo dcsu. Teer IlU((I' /lZII Ichih 

tanjut menyatakan bahwa tanah bond" desa atau tanah kas desa adalah sebagian 

dari tanah masyurukut yang dipcru"Iukkun h~lgi warg.l masyurakat Jidcsa tcrscbut 

untuk uikelola bersamo-sama d,m untuk kescjahtcraun scluruh warga. 

Pemanfaat&n tanah kas desa dibaw~h koordinasi atatJ pengawasan kepala 

persekutuan. 

Saleh satu contoh pemlasalahan pertanahan yang ada di Kota Surabaya. 

yaitu menyangkut masalah pelepasan tanah desu atau lanah kas desa. Investor 

untuk kepentingan proyeknya membutuhknn Inhnn yan~ pada umumnya tnnah 

tersebut rerasal dari tanah kas c!esa yang semula merupakan bagian dnri Hak 

Ulayat da'l ketika desa berubah mc;njndi kelurahan dcngan legalitas dan legitimasi 

dari pemerintah daernh maka te-:iHdilah pelcpasan atnu peralihnn tanah tcrscbut 

ketangan investor. Data menunjukkall disalah satu kelurahan yaitu Kelurahan 

Lidah Ku'on Kecamamn Lakarsantri Kota Surdbaya, karena knsus pclcpasan 

tanah kns desa keinvestor menycbahknn hubungnn nntarn warga penduduk dcngnn 

aparat tiu:,k harmonis. Data mcnunjuklr.an di Kclurah:.tn Lidah Kulon tanah kas 

t.iesa yang dilepnskan ke investor adalah sebagni berikut : 

a. Dijual ke PT. Ciputra Surya 47.100 m2, yang terdiri dari : 

Berdasarkan surat ukur ~tau gambar situasi tanggal 15 Januari 1991 

Nomor 286/5/1991 seluas 38.900 m2 

Berdnsarkan S.U/9.S. Tanggal 15 Januari 1991 Nornor 287/511991 

seluas 4.160 m2 

b. Dijual ke PT. Karya Multi Karsa seluas 70.715 m2 

Berdasarkan data tersebut (lietas, sampai sekarang ini masih menjadi suatu 

masalah yang pelik antara warga dengan perangkat Kelurahan Udah Kulcn 

karena masyamkat mengi'lginkan pengalihnn tnnah tersebut bisa 

dipertanggungjawf4bkan oleh aparat ~ecara terbuka atal' lransparan dan sebugian 

besar warga menganggaJl bahwa tnnah tcrsebut merupakan bagian dari milik 
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masyarakat Lidllh Kulon. Hal ini berlanjut sampai pada pergantian lurah, dimana 

para warga yang skeptis terhadap lurah yang baru sengaja menolak kehadiran 

lumh baru jika kasus pelepasan tanah kas desa tidak bisa dipertanggungjawabkan 

secarajelas oleh Pcmcrintah Kota Surabaya. 

Pcratiltan tanah kas desa kepara investor banyak dilakukan oleh aparal 

densan daUh Ketentuan Peraturan Menleri Dalam N~geri Nomor 2 Tahun 1980 

yang mer.tberikan kemungkinan adanya perubahan bentuk Pemerintah Desa 

menjadi Pemerintahan Ktlurahan. Permendagn Nomor 1 tahun 1980 lersebul 

diperkuat dengan adanya P~raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 

tentang ·f)umber Penddpatan dan Kekayaan Desa, Pengurusannya dan 

Pengawasannya. Kedua peraturan tersebut pada intinya menyatakan bahwa 

dengan adanya peraturan ini akan terjadi perubahan status tanah kas desa yang 

semula dikuasai oleh desa sekamng akan dikelola oleh Pemerintah Daerah 

Tingkat II. pad a akhimya kedua peralliran tersebut di~abut dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negtri Nomor 4 Tahun 1999. Lebih lanjut dikeluarkan Keputusan 

Menteri Dalam Ncgeri Nomor 65 tahun 1999 tentang Pedoman Umum 

Pengatul 1 Mcngcnai Pcmbcntukan Kclurahan. L:'Iidalam salah satu pasalnya yaitu 

Pasal 7 menyatakan : 

(I) Seluruh kekaYlUln dan ~uml>er-sumber pendapatan yang menjadi milik 

pemerintah desa dengara berubahnya status desa menjadi kelurahan, 

diserahkan dan menjadi milik p~lIlcrintah kahupalen. 

(2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dikelola rr.elalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan 

memperhatikan kelurahan yang bersangkutan. 

Ketentllan tersebut pada dasamya, hanya memberikan kewenangan kcpada 

pemerintah daerah untuk melakukan pengurusan semata, tidak mempunyai 

kewcnangan untuk memberikan atau mengalihkan kepihak lain. Hal inilah yang 

menyebabkan aeanya peningkatan permasalahan dan keresahan masyarakat 

tentang pelepasan bekas mnah kas desa karena tidak jelasnya pengaturan yang 

mengatur hal tersebut. Apalagi hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya 
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Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 

tentang Pedoman PengeloJaan Barang Daerah, khususnya Pasal 33 tentang 

pelepasan hak atas mnah dnn atau bangunan. Didalam ketentuan tersebut pada 

intinya tidak mengatur secara rinei status bckas tanah kas desa bagi pemerintah 

kota jika akan dialihkan kepihak lain. 

2. Rumusan Masalab 

Berdasarkan uraian latar b~lak(ln~ diatns, mnka permasalaitan penclitian 

dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah pengelolaan tanah kas desa dikaitkan dengan otonomi daerah 

sebagai l!paya untuk meminimulisasikun permasalahan tentang pelcpasan 

bekas tanah kas desa? 

b. Bagaimanakah cara untuk memberdayakan masyarakat sebagai salah satu 

upuya datum melindungi hak-tmknya berkaitun dengan pclepasun bekas tanah 

kas de~a? 
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nARIl 

T~NJAUAN PUSTAKA 

Keberadaan tanah kas desu dikenal dalam masyarakat Hukurn Adat. Tanah 

m -miliki kedudukan y:lOg sangat penting dulnm mosyafakat Hukum Adat, mcngingat 

p'da tanah itu mempunyai sirat yang tidak berubah atau dalam keadaannya serta karena 

f1 tanya. Dalam artian bahwa tanah itll merupakan temllat tinggal, memberikan 

k hidupan dan m~rupakan tempat dim&na warga persckutuan yang mcninggal dunia 

di ebumikan. M~ngingat hal tersebut diatas, hubungen an tara tanah dan persekutuan 

n nusia bersifnl rellgills maglsl • Hubungan yang bcrsifil' rt:lig/u.'i magi.,· ini 

nyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk mcnguasai, memanfaatkan tanah 

sebut serta meatungut hasil dati tumbuh-tumbuhan yang hidllp diatas tanah itu, juga 

b rburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu. Hubungan antara tanah dan 

p rsekutuan yang demikian ini disebut Hak U/ayal. Hak U/ayCl{ ini dalam bcntuk 

d snmya adalall suatu hak dan persekuluan utas lanahnya, scdangkan pelaksanaannya 

d lakukan oleh persekutuan itu sendiri atnu oleh kepala persekutuan atas nama 

rsekutuan. Hak 'Jlayat ini. br.rlaku baik keluar maupun keda1am. 2 Berlaku keluar dalam 

h bungannya dengan orang asing (mereka yang bukan anggota persekutuan) hanya dapat 

ngerjakan tar •. _:mya dengan seijin persekutuan scbelumnya mengganti ganti rugi atau 

u ng pemasukan sebagai bentuk pengakunn etas hak persekutuall atas tanahnya. Berlaku 

k dalam, persekutuan mempunyai kewenangan untuk mengatu; pemakaian tanah basi 

a ggota-anggota:1ya dengan sedemikian rupn sehingga tiap-tiap warga desa mendapat 

b gian sendiri-sendiri dengun pembatasan-pembatasan bagi kepcnlingan desa. Dengan 

a anya kewenang&n ini, maka dapat ditentukan dan ditetapkan keberadaan tanah kas dcsa 

a u tanah bondho desa yang merupakan bagian dari Hak Ulayat. 

Tanah kas desa atau tanah bondho desa diberbagai daerah disebut dengan istilah 

y ng berbeda-beda, misalnya : Pcca(u (di Bali dan Sasak). Caton (di Madura), saba na 

b /ak (di Tapanuli Selatan), sa wah rallab (di Sum/a) dan sebagainya. SekaJipun 

I urojo Wisnjodipuro, Pellgan/ar de" Asas-Asa.\' lIukum Adal, CV Haji Mll~ Agung, Jakarta, 1988,h. 197 
2 uSIlnto, HukUnl Penanahan (Agraria), Pralya Paramita,Jakarta, J982,h.24 
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d mikian, pada 1 insipnya masing-masing istilah itu mengandung unsur-unsur yang sarna 

d n dari tanah Hak Ulayat tersebut didalamnya termasuk tanah bengkok yaitu : 

1. Tanah tersebut merupakan hak pam(\ng atau pcgawai desa umuk mcngolah tanah; 

2. Jangka waktunya sampai habis mjlsa jabatannya; 

3. Jika telah habis masajabatan, tanah itu kembali kepersekutuan atau desa. 

Jenis tauah kas desa itu dapat berupa sawah, tegal, kehun , tambak atau kolam 

ik n dan yang terpenting adalah bahwa tanah itu dapat mengha~i1kan uang. Uang itulah 

y ng boleh dini~mati oleh pamong dc~m yang bersangkctan sebagai gaji selama dia 

m ndudlJki jabatannya at au untuk meningkatkan kesejahteraan warga persekutuan. 

Dilihat secara historis dan yurirlis asal-usul tanah kas desn berbeda-beda. Menurut 

'radipulra, berdasarkan asal-:Jsulnya tanah kas des a itu dapat <.Iibedakan menjadi: 

I. Tanah kas desa yang oleh desa dibdikall dengan uang kas desa yang kemudian tanah 

tersebut sebagian diperuntukkan kepada pamong desa sebagai imbalan jabatan dan 

sebagian [agi digunakan untuk kesejehteraan masyarakat des a 

2. Tanah kas desa yang bukan dari pemhelian. tetapi dari tanah ulah (tanah negara yang 

ditlinggapi hak-h&k Indonesia), yang dibcr:kun khusus untuk itu oleh pcmcnnlah. 

Pejabat yang dikuasakan adalah Residen (IJijhlad-6535 •• ...,·'h.It)25 No..l3-1 ,1o .• ...,·'h.1931 

No.573 hurufC N?6) 

Pada tanggal 24 September 190(l telah cfitetapkan Undang-Undang nomor 5 tahun 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUP A) . Onium rangka 

m mbangun hukum tanah nasional ,Hu~um Adat mcrupakan sumber uta rna untuk 

m mperoleh bahan-bahannya berupa konsepsi. asas-~sas, lembaga-Icmbuga hukumnya 

di umuskan menjadl norma-norma hukum yang tertulis, yang disusun menurut sistem 

H kum Adae. L~mbaga-Iembaga Hukum Adat yang telap diakomodir dalam UUPA, 

di ttAr dalam Pasol .3 UUPA. Pasal ter~ebut mCilyatakan bahwa link Ulayut yang dimiliki 

01 h persekutuar. diakui, namun pelaksanaannya dilakukan dengan syarat: 

a. sepanjang kenyataan masih hidup~ 

3 oedi Harsono. Huklln! Agraria Indonesia, Edisi R cvisi.I 999.Djambatan,Jakana,h.202 
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b. sesuai dengan kepentingall nasional dan lIegara~ 

c. bcrdasarkan atas persatuan bangsa~ 

d. tidak boleh bertentangan dengan undang-undang den peratumn-peraturan yang lebih 

tinggi. 

Adanya pcmbatasan-pembatasan tcrscbut di atas. maka masyarakat persekutuan 

ak lagi bebas dalam melak~nnakan Hak Ulayatnya atau denson kata lain, tclah adanyu 

c mpur tangan negarn untuk mengurangi kewcnangan dari masyarakat atau persekutuan 

UI tuk meluksannkan I-Ink Ulnyatnyn. Salah satu bukti, yaitu dikcluarkannya Kcputusan 

'nteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tcntung Pcdoman Umum Pengaturan 

ngenai Pembentukan Kelurahan. Didalclm salah satu pasalnya dikatakan bahwa tanah 

k. ~ desa apabila status desa mcnjndi kclurnhnn maim tnnah tcrscbut akan dikuasai 

I' mcrintah kota. Hal ini bernrti bnhwil pcrsckutuun mnsyarnkat dimana tanah itu berada 

ak mempunyai kewenangan atas tanah desa tersebut. 
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8A8 III 

TlJJUAN DAN MANJt'AAT l'ENELrI'lAN 

I. Tujuan Penelitiar. 

a. Penelitian ini bertujuan :.rntuk menginvt;ntarisasikan dan mengindentifikasi 

pengelo)aan tanah kas desa diera otonomi daerah 

b. Penelitian ini bertujuan untuk men~mukan ketidaksinkronan pel'aturan perundang

undangan tentang pengeloJaan tanah kas ,desa 

2 Manfaat Penclitian 

Penelitian ini diharapkbn dapat mengindentifikasi konsepsi dan aplikasi pengelolaan 

tanah kas desa- diera otonomi daerah sehingga dapat sebagai altematif dalam 

menyelesaikan pemlasalahan tentang p,~ngclolaan tanuh kas desa. ' 
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BAn IV 

METODE I'ENELJTIAN 

Berdasarkan !';ubstansinyu penethian ini merupukan penelitian normatif yang 

di fukung dengan per.dekatan ~eC8rcl rrnpiris. Oleh karer.a itu, pendekatan masalah dalam 

r nclitian ini l11~nggunakan pendekalan pcrundang-undangan (statute approach). 

P nelitian ini diJakukan melalui pengkujiM lcrhadap kescluruhnn kelcnluan hukum yang 

b kaitan dengan pokok permasaiahan yang akan dibahas. Dalam penelitian hukum 

tidak sekedar mcngumpulkl1n pcraturan pcrundnng-undangan mclainkan 

proses identifikasi yang kritis anatitis dan proses klasifikasi yang logis 

si temaris. Menurut Ronny Hanilijo Soemilro, ada tiga kcgiatan pokok dalam melakukan 

p nelitian inventarisasi h~kum positif: 

a. Penetapan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma~norma yang dimasukkan , . 

sebagai nOID'a hukum positif dan nonna-nonna yang dianggap nonna sosial yang 

bukan hukum 

b. Pengumpulan norma-nomla yang sudah diidcntifikasi sebagni norma hukum tcrscbut 

c. Pengorganisasian nonna-nonna yang sudah diidentifikusi dnil dikumpulkan kedulam 

suatu sistem yang komperhensif atau menyeluruh 

Tumpuan penelitian ini diawali dengan identitikasi ketentuan-ketentuan hukum 

p sitifyang secara normatifmengatur tentang pengelolaan tan~h kas desa di ern otonomi 

d ~rah. Langkah-Iangkah peneiitian ini dimulai dengan mengindentifikasi substansi yang 

di uat dalam Undang-Undan3 Nomor 5 Tahun 1960 dan bentuk peraturan perundang

u dangan lainnya sebagai peraturan pefaksanaan. Selanjutnya akan didiskripsikan dan 

di nalisis faktor-faktor yuridis maupun non yuridis yang mempcngaruhi atau dupat 

rtimbangkan dalam peruml!san kebijakan mengenai pengeloiaan tanah kas desa di era 

nomi daerah. Dengan demikian ketika peraturan ter3ebut ditetapkan dapat dilakukan 

S'! am efektifkart:na mengondung legitirnasi fil0S0f1S, yuridis dan sosiologis. 

Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan me/ode snow hall yakni 

m nelusuri bahan hukum lecih lanjut dengaJI melihat pada daftar pustaka yang dipakai 
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d lam bahan hukum yang akan dikaji. Bahan kepustakaa!1 dikumpulkan dengan 

t nggunakan sistem kartu (carJ system). Karlu kutipan dis~sun berdasarkan pokok 

salah dalam penelitian ini. Obyp.k penelitian yang akan dikaJi adalah bahan hukum 

pi imer dan bahun hukum sckundcr yang mcrupakan ciri suatu pcnclitian hukum normatif: 

H I illi sesuai dengnn tugas i!mu hukum nonnatif atnu dogmatik yang mclakuknn 

ngkajian secara desk.riptif analitik yaitu dcngan melakukan pemaparan, penelaahan. 

p nsistematisasian. p'!nginterpretasiun dan pcngevaluasian hukum positif yang berkaitan 

d ngan keberaadaan tanah kas desa rliera otonomi daerah. Menurut Soerjono Soekantu 

d' n Sri Mamudji, penclitian hukum ntJrmatif adalah penelitian yang dilakukan dengan 

I nganalisa bahan hukum primer. Bahan hukum primer dikumpulkan dari Undang

U dang, Peraturan Pemelintah dan sebagaillya. Bahan hukum sekunder yang digunakan 

d lam penelitian ini dari literatur atau buku-buku itmiah, kamus ensiklopedia. jumal-

al ilmiah yang m\!nyangkut bidang pertam,hnn. 
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BABV 

PEMUAIIASAN 

I Kcdudukan Hukum Tanah Kas Desa Sebagai Ragian Dar. Uak Ulayat 

Pada tanggal 24 September t 960 telah ditctapkan Undang-Undang Nomor 5 

Tabun 1960 tentang Peraturan Daser Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut 

dengan UUPA) yang didalamnya men~atur masalah ~rtanahan di Indonesia. Dalam 

Pasal 3 UUPA ditentukan bahwa Hak Ulayat yang dimiliki oleh persekutuan diakui. 

namun pelaksanaannya dilakukan dengan syarat : 

a. sepanjang menurut keflyataannya masih ada; 

b. sesuai denean kepentingan nasional dan negura; 

e. berdasarkan atas persatuan bangsn~ , . 

d. tidak boleh hertentangall dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain 

yang lebih tinggi; 

Dengan adanya pembatasan-pembatasan tersebut, masyarakat atau 

~rsekutuan tidak lagi "ebas dalam melaksanakan hak ulayatnya. Telah ada campur 

tangan negar" untuk mengurangi kewcnangan dari masyarakat atau persekutuan 

untuk melaksanakan hak uJayatnYR mclalui idiom-idiom diatas, seperti kepentingan 

nasional, kl. t .. mtingan negara, persatuan bungsa yallg semuanya itu bersitat absurd 

subyektif dan multi intetpretasi. Tidaklal. berkelebihan jika fl.llnUSan yang terkandung 

dalam Pasal 3 UUPA itu perlu ditinjau dan direformasi dcngan mendasarkan pada 

prinsip-prim:ip antara lain seperti yallg pcrnah disampa;kan dalam Konsorsium 

Reformasi Hllkum Nasional dan Konsorsium Pembaharuan Agraria, antara lain4
: 

a. P!uralisme hukum-hukum adat diseluruh wilayah Indonesia yang mengenai 

penguasaan sumber-sumber agraria, diakui dan dijamin perlindungannya oleh 

Undang-undang Republik Indonesia 

4 Eman Ramelan, Keberadaall Tal1ah Bellgkok 'Galljarall Da/am Perspeklij H"k"m Di Indonesia, Yuridika 
01.14 No.2, Maret-April 1999 hal 113 
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h. Bahwn kcbcrudaun ncg .. ru nasil'll;1I lidak Int.:nghihmgkan olonol11i dal i dacrah· 

daerah yang sudah ada; 

c. Adanya pengakuan dan jmninan p'.!rlinuungan alas pclI}!uasaan oh.:11 ll'lus)'lIrakilt 

nlns Imk yUllg bcrk:li lnll dt! l1 glL l1 l .. nuhllYu (I lu k Uillyul) 

Prinsit>·prinsip yang disampaikan dalmn KonsoTslUm Rcformasi Hlikum 

Nasional dan Konsorsiul11 PCllloahanHlf1 J\gra ria dikuatkan Jcngan dikduarkallllya 

Pcrnhlrnn Menleri Ncgnrl1 Agrn rin Kepalu Bndun PCrll1f'l1lu1Il Ni1 ~ iooll l NOrll OI :'i 

Ta;'un 1999 (se lar,jutnya disebut PMNAW-l3PN NO.5 Tl;.1999 tontang Podo,"an 

Pcnyclcsuiun Ma!:iuluh link Ulllyu t Musyurukal IIuku1ll Ad;lI . Pcratumn dipc ri ukan 

scbagai pedomail yang dapal digunakan sebagai pcgangan dalam mcnghadapi dan 

menyelesaikan masaiah·rnas;tlnh y:mg :Ida dan mclaksanakan UfUsan pcrlanahan pnda 

ul11 umnya da lam hubungannya dcngan !-Iak Ulaya l I'lasyarakat hukum adal tc rscbUI 

dikcmudinn ha ri karcn:l akhi r·akhir ini diberbagai da~rah tim bul berbagai rnasalah 

mengcnal Hak I.:Jlayul tcrscbut baik mengcnai rksislcnsinya maupun pcnguasnan 

IUiluhnyn. Pclak:mlluan pcngliilsaan ta llah ulayal (Iidusnrkan pada kctcn lU:l 1I Pasal 2 

PMNAIKBPN Nu.5 Th. 1 g99 : 

( I) Pclaksanaan !-Ink Ulayat sCJ.1anjang pada kcnyntaan masih ada (Flakukun olch 

lIlusyurflkal hukum udal YU ll !A bl.! rsangkutun menurut kctcntuan hukum udal 

sctcmpat. 

(2) J-f3k Ulayat ma!:iyarakat IUlkum 'U.l3t dianggap mas ih ada apabila: 

a. t-erdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum 

adatnyn scbngai warga bcrsa ll1 <1 sua tu pcrsckuluan hukum ICrlcntu , yang 

mC"gakui dan mcn(~rapkan kc lcntunn-k!.: lentLmn pcrsckuluan tcrscbut 

dalam kl!hidtlpnllnya schari· l.ari 

b. l eT lapal tanah u\aynt tcrtentu y,lIlg mcnjadi lill 1:' kungan hidup para wargH 

persekuluun hukum terscbut dan Icmpatnya mengambi l kcpcriuan 

hidupnya schari·tlari , dan 
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c. terdapat tatanan hukum addt mengenal pengurusan, penguasaan dan 

penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan d;taati oleh para warga 

persekutuan hukum terse but. 

Hak Ulayat masynra1cat Hukum Adal menurut bcntuknya dapat dibedakan 

dengan bennacam-mncam jenis • misalnya tcnah bengkok, tanah kas desa (tanah 

bondho desa) dan sebagainya. 

Sebutan tnnah bengkok beraSill dari istilah bahasa daerah di Jawa. 

Sesungguhnya secara ynridis setelnh diundangkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 

1960 yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (disingkat UUPA) 

tanah bengkok tidak ada lagi. Sebutan tanah bengkok itu semestinya sudah harus 

lidak ada, bila ~rlll bisa saja diseb~l dengan tanah exbengkok (bekas bengkok) atau 

lebih tepat disebut tanab hak pakai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konversi Pasal 

VI; Pasal 41 ayat 4 UUP A jo Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria nomor 2 tahun 

1960, yang pada,dasarnya menyatakan hahwa taoah bengkok beralih status menjadi 

Hak Pakai. Tanah bengkok atau juga d~ngan sebutan tanah ganj!lran, tanab pilungguh, 

tanah pancen itu merupakan tanah hak pakai allat yang diberikan kepada para 

perangkat pemerintah desa yang digunakan dan dinikmati hasilnya selama menjabat 

<.tidcsa tersebut. Walaupun sebutan bum untuk tanah bengkok atau tanah ganjaran itu 

adalah Hak Pakai, tempi karena hak pakai tanah itu masih dihubungkan 

pemakaiannya dengan jabatan perangkat pemerintah desa , maka orang masih senang 

mcnycbut dengon tnnoh bcngkok. Suntu namn kultuml yang lebih dikenal 

dibandingkan dengan sebutan yuridis hak pakai.S Wujud tanah bengkok bisa 

bcnnacam-mocom benlpB : 

a. Tanah sawah (tanah basah) 

b. Tanah Tegalan(tanah kering) 

c. Kolam ika dtambak. 

5 isnu Susanto, Masalah Tanah B.mgkok da" Tallal1 Gogolall Til1jallal1 Seoelllni dall Seslldah Rcrlalamya 
(I da"g .. U"dm'.rr Nmllor j Tal",11 .'960 cia" Pcr"'lIrcfill'elalc.mtlaa",mya, Yuridiko No.4-S tahun VI, Juli-
A u!!-Sepl-Okt 1991 ,hal S9 . 
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Tujunn diadakan;)ya tnnah k(!s dcsa ill! ndalah pemberinn hak untuk 

menggunakan tanah yartg dikuasai desa itu untuk dinikmnti hasil tanahllya. Selain 

tanah kas desR, juga ada hak yang diberikun berupa ganjaran. semacam pemberian 

untuk dinikmati kepada pam perangkat pemerintah desa sebagai imbalan jasa mercka 

sdama menjabat dan d!gunakan untuk kt!sejahteraan pejabat desa tersebut.6 Tanah 

tersebut dikenal dengan istilah tanah bengkok. Hal ini ~c~uai dengan pendapat Eman 

Ramelan yang menyatakan bahwa elemen-elemen tanah bengkok adalah scbagai 

berikut: 

a. Tanah bengkok merupakan bagian dari tunah hak ulayat~ 

b. Tanah bengkok diberikan kep~da warga dcsa yang sedang mcnjabat sebagai 

kepala desa atau pamong desa; 

c. Pemberian tanab tersebut hanya sementam waktu, yaitu selama yang 

bcrsangkutan menjabJt schngai kepaln desa atnu pnmong dcsu; 

d. Maksud pemberian tanah tersebut sebagai upah alau gal1jaran untuk mcnghidupi 

diri dan keluarga kepala desa atall paOlong desa. 

Kcberad&an tanah bengkok dalmn sualu dcsa tidak bisa tcrlcpaskan dengan 

keberadaan tanah kas desa atau tamth bondho desa di masyarakat dcsa karcna tanah 

kas desa atau tanah bondho desa juga merupakan bagian dari tanah hak ulayat. Tanah 

kas desa merupakan bagiun dari kekuyuan desa yang rncrupakun potcnsi dalum 

menjalankan urusan rumah tangga uesa. Desa mempunyai kewenangan untuk 

menjalankan otonomi desa berdasarkan ketentuan adat, mempunyai kekayaan baik 

berupa tanah-!annh ulayat. bengkok moupun bcrhagui jenis tanah bondho dcsa . Ila/ 

ini berarti, desa memiliki otonomi dalam arti kemandirian dalam nlengurus dan 

menentukan persoalan-pers(lalan yang berknitan dengan tanah yang berada 

diwilayahnya. Kemandirian tialam pengurusnn ini ditunjang dengan rnekanisme 

musyawarah desa melalui rap at "minggon" (rembug warga) yang berfungsi sebagai 

forum untuk inetibatkan anggota masyarakat scbanyak-banynknya sebelum kepala 

desa mengambil keputusan yang penting terutama yang b~rkaitan dengan tanah. 

b 1 id .• hnI60 
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Selanjutnya menurut Eman Rame/an menyatakan tidak mengherankan jika keputusan 

kepala desa 'yang diambil dengan eara atau mekanisme seperti ini tidak akan 

menimbulkan konflik atau masalah karen ... memang warga desa benar-benar telah ikut 

dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, apalagi pada masa sekarang ini 

<.tengan adul,ya eutoria otonomi dacmh. 

2 Pcngclolaan Tanah Kas Desa Di Era Otonomi Dacrah 

Keberadaan tanah desa tidak bisa terlepas dari penguturan mengenai desa itu 

scndiri. Pada dasamya, pemerintahan desa yang asli diselenggarakan berdasarkan 

Hukum Adat. Tetapi kemudian, Pemerintah Hindia Be!anda menetapkan pula 

berbagai peraturan perundang-und~.ngan yang mengatur desa. Peraturan perundang

undangan utama yang dikeluarkan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yaitu 

Inlandsche Gemeenfe Ordonnalie disingkat I.G.O. Stb. 19U6 NO.83 dan SIb. 1929 , . 
No.227 yang menyatakan desB diperintah oleh seorang kepala desa yang rnenjalankan 

pemerintahan desa hersarna dengan para pembantunya. Adapun hak dan kewajiban 

kepala desa menurut 1.0.0. adalah : 

a. Mengurus rumah tangga desa dengan hantuan anggota pemerintah desa. 

b. Menetapkan keputusan des a setelah berembuk dengan warga desa. 

c. Mengurus der. mcmcliharu pe.kerjuan umum, sepcrti selokan-selokan. jorongun, 

jembatan, tanah-tanah lapang, waduk air. temput pemberhentian pcrahu dan lain

lain bangunan yung dipakai untuie kepelltingan umum. 

d. Mengurus rncmelihara segala harta benda milik desa seperti gedung, lumbung, 

balai desa, langgar atau masjid dan hangunan-bdngunan lain tidak terkceuali tanah 

desa 

e. Untuk melljalankan tugasnya tsdi kepala desa berhak mengundang warga yang 

berkewajiba,n untuk rnenjalankan pekerjaan yan?, telah ditetapkan oleh aturnn 

desa. 

f. Meng'JrUS des&, memelihara yayasan desa misalnya sekolahan desa, fumbung, 

bunk, tambnngan , pemandian, pasa •• pasar hewnn. 
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g. Melakukan penguwasan atas segala hal, yang mengenai kepentingan desa dan 

mengusahakan kepentingan de!ia. 

h. Kepala desa mewakili desanY!l didalam dan diluUl hukum bertanggung jawab alas 

kerugian yang diderita oleh desa yang disebabkall oleh kesalahannya. 

1. Menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam c!esa7 

13crdasarkan ura!an diatas sangat nampak bahwa keuangan desa san gal 

mempengaru"i kegiatan desa tcrutama dibidang pembangunun oleh dan untuk dcsa, 

dalam rangka menaikan taraf hidup masyarakat dipcdesaan. Salah satu faktor yang 

Iliempengaruhi bahkan yang menentukun bcrhasil tidaknyu kcgiatan pemerintahan 

desa adalah keuangnn desn, dnn sdlah saiah satu sumber keullngnn desa adulah 

keberadaan tanah kas desa. Seteiah Indonesia merdeka , pengaturan mengenai 

Pemcrintnhnn Desa dinlur dalum beLJerapa peraluran perunda~lg-undangan, yailu: 

I. Undang-Undang Nomo!' 22 Tahun 1948 tentang Pemerir.tahan Daerah 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun ! 957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 

Daerah 

3. Undang-Undung Nomor 18 Tahun 1965 (entang Pokok· Pokok Pemerintahan 

Daerah 

4. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di 

Dnerah 

5. Undnng-lfndllng Nomor 5 TallUn 191Q tcntang Pcmcrintahlln Desa 

6. Undang-Undang Nomor :22 Tahun 1999 tcnlang Pemerintahan Daerah 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang J;'emcrintahan Dacrah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tenlang Pemerintahan 

Desll khususnya Pasal 1 huruf a menunjukkan huhwa "Desato I11crupakan kesatU<tn 

masyarakat hukum yang mempunyai hak"otonomi", Olch karena itu, sebagai desa 

dengan hak menyt:lenggarakan rumah tangga sendiri, desa mempunyai sumber 

pcndapatan da!mn bent uk kekayaan (vermogell) y,lIlg dipcrgunakan untuk mcmbiayai 

7 S tardjo Karto Hadi Kusuma. j)f!.'~a. Yogjakarta.1970 hal 171· J 73 
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pembangunan desa. Sebagaimana daemh otonomi lain, desa mempunyai sumber

sumbcr pcndnl alan ynilu l'endllputun Asli Dacrah (PAD) yang bcrasul dari hasil 

tanah-tanah kas des3, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong 

masyarakat dilll lain-Iaiu hasil yang sah. Sllrnbcr pcndapatan selain PAD yailu yang 

be rasa I dari pember;an Pemerintah Pusat dtau Pemerintah daerah ( sumbangan dari 

bantuan Pemerintah PusatIDaerah, sebagian paj'lk dan retibusi daerah yang 

diserahkan kepndn desa dan lain-lain pcndnpalun sah). 

Dengan semangat refonnasi. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1974 dan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 digunti dengun Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahall Daerah. Berlalmnya Undang-Undang Nomor 22 

Tuhun 1999 tcntung Pemcrintuhun Dueruh yung k..:mlldiun diganti dengan Undang

Undang Nomor 32 TahuJl 2004 ten tang Pemerintahan Daerah merupakan upaya 

mewujudkan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggam otonomi daerah dengan 

memberiknn kel~luasnan kepnda daernh unluk menjndi dnernh yang mundiri. 

Pr.nyelenggaraan otonomi daerah yang luas dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip 

demokrusi, pemn sertu musyurukut, pemcrntuun dan keudilun serta mcmperhatikan 

potensi dan keanckaragaman daerah. Itu bcrarti pembcrian kcwcnangan otonomi 

secara luas kepada daerah kabupaten dan daerah kota melalui asas desentralisasi. 

Peluksanaan desentrnlisasi kepada pCI'aH:rintuh ini diimplementasikan melalui 

pcranscrta dan pemberduyaan masyarakaL SeJnin itu, penggantinn lIndang-lIndnng 

tersebut juga untuk lebih memberdayakan kesafuan masyarakat hukum adat dalam 

bentuk unit pemerintahan desa. Khusus mengenai Pemerintahan Desa pada Undnng

Undang Nomor 22 Tahun 1999 diatur dalam Bab XI Pasal 93 s~mpai dengan Pasal 

Ill, sedangkan didalam Undang-Ulidang Nomor 32 Tahun 2004 diatlJr dalam Bab 

Xl, Pasal200 sampai dengan Pos81216. 

Berdasarkan k.;:dua peraturan tersebut di atas, dinY8takan bahwa dcsa 

merupakan otonomi yang asli, bulat dan utub serta bukan merupakan pemberian dari 

pemerintah, sl:baliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang 

dimiliki oleh desa tersehut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

susllnnn asli herdasarklln hak istimewu, rnuku desa duput mclakllkan pCrbuUftln hllkllrn 

baik hukum publik mallpun h,lkllm pcrdata, mcmiliki kekayaun, hartu benda scrtn 
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dap~t dituntut dan menuntut dimuka pengadilan. Berkaitull dengan kekayaan yang 

dimiliki desa , yang digunakan untuk membangun dan mernberdayakan masyarakat 

desa berarti kita membicarakan keuangan des a yang berhubungan dengan sumber

sumber pendapatan desa. Sumber-sumber pendapatan desa yang diatur baik dalam 

UndnnJ-Undnng Nomor 22 Tahun 1999 jUflclo Undung-Undang Nomur 32 

Tahun 2004 terdiri dari : 

a. Pendapah 41 asli dcsa~ 

b. l3agi hasH pajak da~ruh dan retribusi daernll kabupaten/kota~ 

c. Bagian dari dana perimbangail kcuangan pusat dan daeruh yang diterima oJch 

kabupaterJkota; 

d. Belanja dari pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupatenlkota; 

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. 

B~rkaitan' denga!1 pcndapatan asli desa didalamnya menyangkut tentang 

pengelolaan sepenuhnya terhadap tanah kas desa. Pengaturan tentang tanah kas desa 

daJam kaitannya dengan Sumber Pendapatan dan kekayaan dcsa, sebelum berlakunya 

otonomi daerah dintur dalam Permendagri Nomor I tahun 1982. Oalam Pasal I I 

ayat 2 nya menentukan bahWR sumber-sumber pendapatan desa berupa tanah kas desa 

dan yang sejenisnya dan desa-desa yang statusnya berubuh menjadi kelurahan , 

pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Oaemh TinCKat If melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang diperuntuklran bagi kepentingan 

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan ditingkat kelurahan dengan tetap 

memperhatikan keseimbangan antara desa dan atau kelurallan lainnya yang ada di 

wilayah Kabupaten atau Kotamaciya Daerah Tingkat 11 yang b:rsangkutan. Ketentuan 

ini, kemudian dipc.rtegas lagi dalam Pasal 12 Peraturan Oaerah Tingkat I Jawa Timur 

Nomor 18 tahun J 987. Dengan d~mikian, berdasarkan ketentuan diams, tanah kas 

desa yang berubah menjadi kelurahnn tidak beralih menjadi milik atau asset atau 

kekayaan dari pemerintah dherah. Peme~intah daerah hanya diberi kewenangan untuk 

melakukan pengurusan semata. Bentuk pengurusan tidak dijumpai secara rinci dalam 

pengatumnnya, sehingga hal ini akan rentan untllk dapat menimbuJkan persoalan-
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persoalan diseputar penafsiran kata pengurusan tadi. Pengaturan hal ini temyata 

diperkunt dnlam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor .65 TallUn 1999 tenlong 

Pedoman Umum Pengaturan Mellgenai Pembentuknn Kelurahan. Didalam 

salah satu pasalnya yailu Pas~.J 7 menyatukan : 

(l) Seluruh k~kayaan d!ln sumbtr-sumber pendapatan yang menjadi milik 

pemerintah desa dengan berub&lmyo status desa menjadi kelurahan, diserahkan 

dan menjadi milik pemerintah kaburaten at au kOla 

(2) Kekayaan dan surr.ber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

( 1) dikeloln rnelalui Anggaran Pcndapatan dan Bclanja daerah dengan 

memperhntikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan. 

Ketentuan tel .)..;but dapat ditafsirkan, bahwaK 

a. tanah tersebut dikelcla dan didayagunnkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah 

Pemerintah Kabupaten atau Kotll dengan persetlljuan pemerintah kel urahan yang 

bersangkutan; 

b. h,lSii pengelolaan dan pendayagullaan tanah dimnkslJd huruf a, menjadi 

pendapatan daerah pemerintah kabupaten atau kota yang seluruhnya masuk pos 

kcuangan. Urusan kas dan rerhitungan pada anggnran pcndapntan dan bclanja 

daerah pemerintah kabupaten atau kota yang bersangkutan dan kelurahan lainnya 

yallg memerluk'ln : 

c. pengelolaan dan pcndnyagunanfl tanah oleh Pel11erint~h Daernh Kabupntcn atnu 

Kota harus diarahkan pula pada kemanf~atan bagi penyelenggaraan Pemerintah 

Kelurahan dan masyarakat kelurahan yang bersangk'.ltan , antara lain untuk 

penampungan tennga kerja atau peningkatan pendapatan. 

Keteutuan tersebut pada dasamya , hanya memberikan kewenangan kepada 

pcmerintah daerah kabupntell utnu kOla untuk mclakukan pC(lgurusan semata, tidak 

mempunyai kewenangan untuk memberikan atau mengaliilkan kepihak lain. Jika 

ingin mengalihkan, hnrus mendapat ~rsctujuan masyarakat kelurahan yang 

8 E an Ramelan, Keberatlaan Tanah BengkokiGanjaran Dalam PerspektifHukurr, Oi Indonesia, Yuridika, 
Vo 14 No.2, Maret-April 1')'.)1} hal 115-1 16 
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benmngklltun . hul ini s~suui dengun nmunnh yang terdupnt dulum Kcputusan Menlcri 

Oalam Negeri dan Otoriomi Daerah Nomor I' Tahun 200 I tentang Pedoman 

Pc.ngelolaan Barang Oaerah, khususnya Pasal 33 tentang pelepasan hak atas tanah 

atau bangunan. Pengalihan taoah kas desa ke pihak lain harus dilakukan sesuai 

dengan norma-norma Hukum Administrasi, karena bagaimall:tpufl juga pemerintah 

daerah itu merupakan pelayan masyarakat yang harus membetikan peJayanan yang 

baik basi masyarakat untuk keseJahteraan masyarakatnya. Hal ini, datum Hukum 

Administrasi dikenal dengnn ~stilah pendekatan fungsionaris atau pendekatan perilaku 

"pamt pemcrintnh. Dengnn pendekatan l'unsionaris ini, nonna Hukum administrasi 

tidak hanya meliputi nonna pemerintahan tetapi norma perilaku aparat 

(overheidsgedrag). Didalam pendekatan fungsionaris ini, ada dua nonna dasar bagi 

pcrilaku apara' yuitu : 

u. sikap melayani (dienstbaarhdd) 

b. terpercaya (betrouwbaarheid), yang meliputi 

integriteit, soberhcid, eerlijkheid 

ope1'\heid, nauwgezetheid, 

Ap.lbila pcndekatan fungsionaris ini diluksanakan secura baik maka akan mengllrangi 

P'!nnasalahan dan keresahan m~syarakat tentang pelepasan tanah kas desa. 

Sebagai contoh, akan kami tunjukkan data dibeberupa kehuahan di Kota Surabaya, 

aset daerah Pemerinluh Ko!a Surabuyu yunl:, berosul dari lanah kus desa. Data lerscbul 

masih belum '1nal karena dimungkinkan masih diketemukan data yang bersifat dark 

number atau b .. lum diJaporkan dan atau diinventarisasi. 
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KELURAHAN KECAMATAN I.UAS ( M2) 
__ ._ ~ _____ 0 ______ ___ 0. 

Kebraon Wiynng 66.888 
----.-----~.- ----

Sabatan Wiyung 174.490 

Jambangan Jambangan 48.551 
-

Dukuh Menanggal Gayungsari 38.685 

Ngindenjangkungan Semolowaru 120.490 

Medokan Semampir Gunungunyar 96.460 

Kalijudan Tambaksari 122.230 
-' --- 0- -..... ~-.--- - --- - ~ __ . - •. ___ " __ •• _~ --_-0- ---
Kenjeran K~njeran 96.245 

- -

Tandes Kidul Manu!(an 74.471 

Manukan Kulon- Manuk('u 13.931 

Sememi Manukan 147.120 
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J. Pemberdayaan Masyarnkat Scbagai Salah Satu Upaya Dntam Mclindungi Secnra 

I'rcvcntlf '1. :hada., Taoah-Tonah I!ckus Tanoh Kus Desa Supaya Tidak 

Dialihkan Kcpihak Lain Tanpa Melah .. Proscdur Yang Benar. 

Pembcrdayaan (empowermenf) meningkatkail kemampuan untuk mcmilill Oan 

membuka kesempatan untuk me~iHh yang berarti adalah peningkatan kemampuan 

untuk mengambil keputusan dan mernbuka kesetnpatan untuk ikut sertn dalnm 

pengambilan keputusan, terutama yang bersangkutan dengan kehidupan mereka 

sendiri. Pemberdayaan mempunyai maksud dan tujuan yang lebih hakiki atau 

mcndalam yukni mempunyui urah kcslIutu proses O1cnjudi mumpll, !lert.. lehih 

memberikan peran atau fungsi yang lebih besar kepada masyarakat. 

Jadi upaya memberdayakan masyarakat dilaklJkan selain dengan 

mendudukkan masyarakat sebagai aktor utama juga harus didukung dengan bantua~ 

ckonomi sc:rta membekali dengan berbagai ketrampilan dan pengetahuan. Wawasan 

pcngduhulln dun ketrul11pilun yang dimiliki ukun mcningkatkun krcalifilas yung ukun 

membantu dalam pengambilan keputusan, melihat dan memanfaatkan peluang serta 

menglltasi kendllia yang timbul dulam pelaksanaannya . Dengan demikian hasil yang 

diperoleh juga akan lcbih baik. Dalam Hukum Administrasi, pemyataan tcrscbut 

dietas dikenal dalam konsep Hukum Administrasi terutama yang berkaitan dengan 

peran serta masyarllkat. Hal ini bisa dijelasl<:an dalam bagan dibawah ini'J: 

sturen 

perlindungan hukum pemerintahT 

i----------I peransertu 

1 
rakY~ 

9 P ilipus M. Hadjon, Pellgalllar HII/mm Admilli$lra"i Jl1dollesia (Jl1IrodUClioll To 11Je lIuJollesia 
A illistrarive Law), Gadjah Mada tTniver:;ity Press. Jogjakana. 2001. hal 28 
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Pada skema diatas narrapak jelas bahwa unsur-unsur utama Hukum Administrasi 

adalah hukum mengenal kekuasaan memerintah yang s{"kaligus dikaitkan dengan 

hukum mengenai peram;erta mnsyarak:tt dalam pelaksanaan pemerintahan, hukum 

mengenai orL nisasi pemerintahan dan hukum mengenai perlindungan hukum bagi 

rakyat. Dalam hal ini nampak jelas, bahwa pcnggunaan kekuasaan pemerintah tidak 

dapat dilepaskan dari persoalan bagaimana rakyat memperoleh perlindungan hukum. 

Oalam hal ini perlu diperoleh kepastian bahwa pengg~naan kekuasaan oleh 

pemerintah telah ditetapkan batas~batasnya. Oemikian juga, jika teIjadi pe:anggaran 

atas batas-bat£ls yang ditetapkan , maka ada upaya hukum bagi rakyat untuk 

mempertahankan pelanggaran hak tersebut. Disisi lain, keikutsertaan rakyat dalam 

proses, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan kekuasaan oleh pemerintah akan 

memberikan kontribusi yang penting dalam upaya mendcOiokratisasikan penggunaan 

kekuasaan. Bentuk upaya h\Urum dalam hubungannya dengan demokratisasi 

pengambilan keputusan dijelaskan oleh Philipus M. Hac/jan sebagai berikut : dalam , " 

konscp demokrasi rakyat mempunyai hak untuk ikut memutus (mec/ebes/issingsrec/zt) 

dalam proses pengumbilan keputusan pemerintahan (besluitvormingsproces). 

Pelaksanaan keikutsertlan rakyat disini hanya bisa terjadi jika ada keterbukaan 

pemerintah. Dalam hal pembuatan keputusan pemerintah, maka harus ada 

keterbukaan prosedur. Keterbukaan prosedur memungkinkan masyarakat untuk : 

t. meewelen (ikut mengetahui); 

2. meedellken (ikut memikirken)-mee.\preken (bermusyawarah); 

3. meebesliss.!n (ikut memutus dalam rangka pelaksanaan hak medebe.vlissing.vrecht

hak untuk ikut memutus)1O 

Upaya pemberdayaac masyarekat dapat ditemp'Jh melalui sosinJisnsi bentuk

bentuk program yang dal)at meningkatkan p~ngetahuan masyarakat sehingga 

musyarakat dapat berperun serta dalam rangka pergelolaan, pemeliharaan tanah kas 

desa dalam bentuk mengetahui, ikut berpikir dan ikut memutus keberadaan tanah kas 

desa. Dalam praktik , peran selta t~rsebut dilakukan dengan melalui lembaga rembug 

10 hitipus M.Hadjoll, Keterbukaan Pcm..:rintarum Dnlum Mcwujudknn I'emcrintahan Yang Demokratis, 
Su "nbayn, Pidato Uminh ,LustNln UBHAR.\, Surahnya,hal 8 
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desa, Sekarallg dapat disaJurkan pada Hadan Perwakilan Desa (BPD),Lembaga 

Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK). 

Sepcrti diketahui. rcfollnasi tatu pl~mcrintuhan buru yang diselcnggurakan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 juncto Undang-Undang 32 

Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah seeara tegas memisahkan kekuasaan desa 

menjacii dua baginn yakni eksekntif yang dilnksunnknn ,)Ich Kcpnla Dcsu dun 

perangkatnya, serta legislatif yang dilaksanakan olch Badan Pcrwakilan Desa (BPD). 

Drngan pemb'lginn k~kua::luan tcrscbl!l BPD mcrulxlkun pcmcrintahan dcsa dcngan 

fungsi parlemen. Mekanisme pemerintahan desa yang demiJdan bukan saja menuntut 

tatanan pemerintahan y&ng baru dan otollom tetapi juga kemampuan BPD untuk 

berperan seba,Jai katalisator demokrasi dalam kcilidupan dcsa. 11 Lebih lanjut 

dikatakannya bahwa fungsi utama BPD adalah mcngcmbalikan status kemandirian 

desa dalam rangka m~wujudkan masyarakat hukum. Itulah sebabnya badan ini 

kemlldian diberikan hak dan kewenangan untuk menyclenggarakan dan mengatur , 

bagi terciptanya kehidupan masyarlkat desa yang demokratis dengan melakukan 

pengawRsan dan legislasi. Dalam rangka meiaksan10kan tugas diatas maka dalam 

konstruksi lJnJang-undallg Nomor 22 Tahu" 1999 juncto Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 BeD mempunyai fungsi mcngayomi adat istiadat, membuat peraturan 

dcs", mcnnl11pung dnn I11cnyulurkun nspirn!;i musynmk,ll scrlu rnclukukull pcnguwuslllI 

tcrhadap pcnyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini sesuai pcngaturan yang terdapat 

dalam Pasul 209 Undang-Undang NOl1lor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa 

Badall Permusyawamtan Desc berfuflgsi menetapkan peratunm desa bersama kepala 

desa, menampung dan menyalurkan dspirasi masyarakat. 

Ada beberapa pola hubungan d~mokratis yang harus dikembangkan dahlm 

pcmerintahan desa terutama dalam kai:unnya dcngan BPJ) ugar bisa mcnunj,mg 

pemberdayaan masyarakat yaitu : 

1. Hubungan pertanggungjawaban dimana Pemerintah Desa memberikan 

pertangguni!iawaban atas keda yang dilakukan. 

II ko Supriyanto, Lingkup Kewenangan Otonomi Tingicat Dcsa Mellurul Unda:lg-Undang Nomor 22 
Ta \Un 1999, Tesis. PMgram Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. 2002.hai 208 
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2. IIubungan konsultasi dan kerjasama, dimana pemerintah desa dapat melakukan 

konsultosi dan keljnsnmn dengon BPD 

3. Hubungon kerju yoitu hubungan dahlin ke(lcn~ingan yang menynngkut pcmbuntun 

ketetapan bersama didesa dalam wuj",d PeraturRn Desa dan Keputusan Desa. 

4. Hubungan kontl'ol ynitu hubur.gan dimana bPD melakukan pengawasnn alas 

pelaksanann program desa 

5. Hubungan penyaluran yaitu hubungan yang memungkinkan aspirasi masyarakat 

tcrtampun~ dalam BPD untuk selanjutrtyu disampaikan ke;>ada Pcmerintah Desa 

untuk ditindaklanjuti. 

Ditingkat pedesaan ada lembaga rembug yang bisa disalurkan pada BPD, 

ditingkat kelurahan terdapat lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan yang 

selanjutnya dapat disingkat LKMK yaitu wadah yang dibentuk atas prakarsa 

masyarakat sr"agai mitra perangkat daerah kelurnhan dnlam menampung dan 
'. 

mewujudkan aspirasi d~.m kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. LKMK 

mempunyai tltr.ias: 

a. Menyusun rencana pembangunan yane partisipatif; 

b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; 

C. Melaksanakan dan mcngendalikan pembangunan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut dialas, maka LKMK mempunyai fungsi : 

a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kelurahnn; 

b. Pengkoordinasian perencanaan pembnngunan; 

c. Pengkoordinasian perencsnaan lembaga kemasyarakatan; 

d. Perencanaan kegiatan pembongunan secaro partisipatif dan terpadu; 

c. Penggalian dun pemanfaatan sumber dayn kdcmbngaan untuk pembangunan di 

Kclurahan .. 
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Pen gurus LKMK dipilih secara demokmtis dari llnggota masyarakat yang 

mt:mpunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan 

masyarakat. 

Upaya pemberdayaau masyarakat tersebut, dalam Hukum Administrasi juga 

mempunyai keterkaitan dengan asas demokrasi. Asas demohasi terutama berkaitan 

dengan prosedur dan substansi daIam penyeler.ggaraan pemcrintahan, baik berupa 

pengambilan keputusan maupun belUpa perbuatan-perbuatan nyata. Oalam kaitan 

inilah hubungan anlara pihak pemerintah denbran masyarakat pada masing-masing 

bidong urusan pcmerintahlln ditalldni o!ch dun salurnn kegiatan, yailu pihnk 

pemerintah mempengaruhi masyamkat umum. dar masyarakat mempengaruhi 

kalangan pemerintah. Pihak pemerintah mempunyai tugas tertentu terhadap 

mnsyorokot. Untllk dopot meloksanok.lO scpcnuhnyo tugos-tllgas itu, pcmcrintah 

mempunyai wewenang yaitu kelruatan yuridis. Oalam suatu negara yang demokratis 

bt:rlaku keten:uo{l bahwa wewenang pihak pemerintahan da!am beberapa bentuk 

~cJalu terbatlls. Wewenang itu dihlkukan oleh badnn-badan yang dibO!ntuk secara 

demokratis. K alangan masyarakat dapat menyalurkan pengaruh atas penanganan 

wcwcnong pcmcrintohon itu. Dengon kulu luin, usus dcmokrasi bcrkuitun dcngan usas 

keterbukaan dalam penyetenggaraan pemerintahan. Asas kcterbukaan mewajibkan 

pcmerintoh uf,tuk secnm aktif memberikan infbrmasi kepada masyarakat tentang 

suntu permohonon olau suatu rencana lindak pcmcrintnhan dan mcwajibkan untuk 

memberikan penjelasan kepada masyarakal atas hal yang diminta. Keterbukaan 

pemerintahan memungkinkan peranscrta masyarakat dalam pengambilan keputusan. 

Untuk itu, di' lItuhkan samna peranserta, misalnya: sarana keberatan, samna dengar 

pendapat, dan lain-lain. !Jisamping itu nsas keterbukaan mewajibkan pemerintah 

untuk mengumumkon setiap kcputusun pcmcrintahun, maka prinsip-prinsip 

demokrasi yang melandasi Hukum Administrasi adalah: 

a. Kedudukan badan perNakiian rakyat 

b. Ases tidok odo jobotan seumur hidup 

c. Asas keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan 

d. Peronserla masyarakat 

26 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN SRI WINARSI PENGELOLAAN TANAH 



e. Sedapat mungkin dihClrmati kepentingan-kepentingan OrAng lain. 

Asas demokrasi dalam Hukum Administrasi dapat dijelaskan dalam bentuk skema 

scbagai bcrikl1t: 

I Demokrasi ] 

! 
Keterbukaan Pemcrinta:J 

! 
Partisipasi 

! '. . 

Melalui: 

inspmak 

l 
• sarana keberatan 

• dengar pendapat 

• komisi pertimbangan 

• angket 

• hak bicara komisi pcrtimbangan dll 

1. institusional 
2. disku~i/tukar pikiran dengan 

pemerintah 
3. pengaruh 
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BAB VI 

PENUTUI' 

Kesimpulan 

a. Keberada •.. 1 tanah kas desa sudah lama dikenal oleh masyarakat Hukum Adat. 

Bcrbogoi pcraturon leloh ditcrbitkull uroluk mengalur pcngcloluan, pcngurusun dan 

pengawasan tanah kas desa. Tanah kas desa merupakan salah satu aset desa yang 

digunukull ulltuk mcnscjahtcrnkan musyarakatnyv. Untuk ilu, diperlukan adanya 

kesungguhan dari pemerintah daerah untuk mengurus seeara benar akan 

kchcrndaan lunah kas dcsa . PemerilHah duer"h dalam pcngurusan tanah kas dcsa 

tcrsebut harus benar~benar melakukan tindakan yang didasari pada pendekaton 

fungsionaris dalam Hukum Adminitrasi. Disisi lain, adanya suatu ketentuan yung 

hanya melilberikan kewenangan pcmerintah daemh untuk melakukan pengurusan 
, . 

semata atas keberadaan tauah kas desa, tidak mempunyai kewenangan untuk 

memberikan atou mengalihkan kepihak lain. Pelepasan tanah kas desa hanya 

dapat dilakukan melalui keputusall kelurnhanldesa yang didahului dengan forum 

musyowarah. 

b. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat ditempuh meialui sosialisasi bentuk

benluk progaram desa yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat 

schinggu masyarokot dapat bCI (!crun serlu dalam rangka pcngcloluall, 

pemeliharaan tanah I:as desa dalam bentuk mengetahui, ikut berpikir dan ikut 

memutus kcbcrudaan tannh kus desu. Dalam praktik. peran scrla terscbul 

dilakukan dengan melalui lernbaga rembug desa, sekarang dapat disalurkan pada 

B$Jdan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Keluruhan 

(LKMK). 
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. . : ............. :.: ; .. ~ :.: ............... ........... :~. 
~ .... :~:;.·{T~·~i! .~.: .. · ". ,., :. 

Luas M 2 

2 

6.055 

f . i 25 

15.0ES 

11.405 

. ",! .:';-:.f 7.~ ' . ' 
• . " ' •.• ! .•. -

'. Lelak ( Lokasi) 
• ':' .. - AJamat 

}.£.br.aon 
Ri . ! 

Kebraon 
~,)u;. 

3 

II 

II Ert 
III 

IlT • 

Jln.}:cmJ.c.ten ':~l 

T"'~ Fel'lUl 30n 
Brt Per~ KS3 

Seb~leI. t:!.i!iUI"!"..j·a 
·hJ.CJ-· c.h InJ. V"".!.ll 

tir;:;u.T1~ 

l-iil-:!yah Rl-; . ViTI 

. . . . ...... ' . . . . .. . 

......... . ) 

'. .' ... . 
. .. . S I a t u s T a ii-a h :,.~ ·.c· ... ',': .. 

. 
Se r t i fikal 

H a k 
TanggaJ NOm.::lr 

6 

_11 _ " ~. 206jSj1 991 

. 
" " GS .434/ S/ 1991 

" " 

" " 209/ S/1991 

" " 

" " . t,26/ sj1991 

NO. REGISTER 

NO. KODE BARANG 

.Penggunaan 

~u:t ~ . 

?L III 

. \ . 

Asal • usul 

8 

londo c.eso 

" 

T2..'"lz..h se. ... ·ah 
tJ:a..,"'aran . . 

" 

" 

" 

. :., 
.. 

. ' . 

Harga '; ': 
(riluan rupiah) 

9 

65 ·000,-

2.7 '; 7,-

Si jGliJUi'l'I ( .. .. . . ...... .... ... . ) 

. :. -
KeterangaJ 

Se: e l ':"....:-·a 
I·2 secl '~~ (; 
! 1 E./ j(",~j t·" .' // --

le:U'~?J. j'a.l 
4£5 1·2 . 
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.-
" 

l uas . M 2 

2 

3~0 

118 

3 . 010 

1 

KA1{l"U .LN VELY~ J:>A.K..,,"''''' \ JUD) . ' .. .... J., '._: :.' ,'., , ' . _._ ( 

.'·.<c '\f:,:;;;·;: .·.t;~~· ~.A~.~.~. :·::~(~}I;t~~j;Jg:·~~~;~~~:~iSf.f~~:·:?~~r1~!~~ri;':~'~:i;:' ~:~:ll 
-- .... . ..... .... , ... .,-' • . " .'· ... r . • • .' .. .. ' NO. KODE BARANG .. . .... 9.t;, .. ............................ _ ....... ..l 
~ . ',.,'. . . ". " -' ' f 

Letak ( Lokasi ) 
A1amat-

3 

Ke!i:la ten X 
:~eL }:ebr i'.:':l 

Jln.l.z <:: t i? Kw~
ten (;g. ]X RT.~2 

a: . VI 

Keb=20~ :a :3arat 
:·.T. 01 m:. III 

H a k 

4 

E 

" 

" 

S tatus T a n a h 

Penggu.~ Asal· usul Serl ifl kat 
l- I :ranggaJ Nemor 

5 I 6 7 . 8 I 
I 
m.424/S/'99' ~"hi ~.III /p embeXi"" da..~ 

I .. . :.P::l!..c.te:.(?alel. - sar. 
VI) 

" I (:f. . 423/S/1~ ~ I.F~S Kea.::a.,a."1 120!'Hlo o.t;!;o 

,. GS.4Z6/S/i?91 g 3o:1do "<le:::o 

, 

Harga 
( ribuan rupiah) 

9 

3· 7.;c ,-

2. 360, -

({' . zrr ;-

q 
Kel~~gaIJ 

., 

,. 

JI . G' &' 6¥t~ ... ~~.~1a., .... ,3.\ . . . ~e.s.~n;~':z: ...... 19 . . ~a. 
l;'9f!. . . . . . . . . . . . . . PEHcmrus ~G }::;:UlB ;F;,1: }.~a b 0} -. .. .... . .... . . . 

s4:i11n'hic. 
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KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) ~O. REGISTER' 
MODEL: INV.' 

A. TANAH 
E LOKASI : 

NOMOR 3:0DE BARANG ...................... - , 

Status Tanah 
Baran,,- Letak. (Lokasi) Luas M2 Ha.-ga 
Barang Alamat -S e r t if i k-a t 

Penggunaan Asal usul (libuan rupir.b ) Keterangan 

Hak 
Tang~l Namor 

2 3 4 5 6 7 S 9 10 

ldo -
2 Sabatan RY.I Yaduk Panda. ~.535.000.000. 10.100." - -- - - -
2 Babat2n Makam 2.040. OilO. 000 J 10.200.r: - - - - -
2 Babatan Pundan 125.000.000 , -1.000.M - - - - -

53.190.jII2 Kelurahan 
I 

Pengganti 2.29?850.000, Tamba,':' - - ~ Luhan KosiJng - -
Dono. rt"e..,ah Ex.-

\~\t .ienj aran .. 

\~t;'l 

I 
'\ 

~. ,-~h~,'~ r·"" .. omh ... ,. tlR 

:2 _K_IM.~ffAAHSJA5A TAN 
~ALA ..... -;: ._.. . .............. ,.'~ •• 0 ••••••••••••• 

:-.. ... I ." • 
- : ~ .. - . -. .. . 
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, . 

... 

.' . 

BeD:: 

!leO<! 

, 
. . 

'4.2.46 . . 

. " 

4.150 

9.110 · 
. . , 

2.W . 

17.295 

"0470 · 
r"'- : 

1) ~ I 

KARTU lNVENTARIS R<\RANG (KIB) 

A. TANAH 

Status Tanah 
'..:.. ;.::...- . ", 

_ tetiLk ( Lokasi ) 
·· Sp.rt i fikat Pcnggun:lan 

* l;-~ , .• 
. :·,/Alamat ' . Hak -. .... ~ 

. ' f~::;:" .~ ": Nomor 

4 6 7 

. , 

'. Jaab9npD palmi 16.01.91 . Laban s"".ll 

Jalllbocgao Pala>i 16.01.91 _!'!-

Ja:ab<t Ill:" D Falrol 16.01. 91 -"-
J.CIba~~D Paled 16.01.,: l/S/ -"-
Jocl:ongsn p.la>i 16.01.91 -"-
J saba Ill!" n PalC!l 16.01.91 -"-

19:11. 

MODEL: T:--:V. l 

NO. REGISTER 

NOMOR KODE BARAi'/G 

Asal usn l 
Rarg:l Keteraniat: 

(ribu3n rupia h) . 

8 9 10 

I 
Ex.Beng":ak 175.00:). 

-"- 175.00c. 

-"- 175.'000. 

.... - 175.0OC. 

-"- 175.COO. 

_n_ 
175.000. 

... SUrobsY'J 

~~~~~~ .•............................••...•..... I~ • . ~ imRJ~~!IARAI! JAllBAlIDAH 
. ~:.- .. ....................... . 

T!!I SlillATllI!lI 
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KARTU INVENT ARIS BARANG (KIB) NO. REGISTER .. 
MODEL: IN\ 

.. ............................................. .. 

~~~~eo LOKASI : '.},f.J'1,.' c:,'!"!,' ......... . .. ... ..... . 
A. T A ri'A H NOMOR KODE BARANG .. .. .............................................. ~ .. .. 

Status Tanah 

Luas M2 
Letak (Lokasi) 

Penggunaan Asal usul 
Harga 

Keterangan Alamat Sertiflkat (ribuan rupiah) 
Hak 

Tanggal Nomor 
_. 2 

~ .. •.... 3 . ' ...... .' ~. 5 6 . . 7. . . . . ~ ... .. 9 10 

)ega e{87 rakai .Depo S8IIIPaD. 2~O36~100 
, - J 

ataa 
tanalL 

. .... ~ -

828, Sda ~epo_~~~ 2~·4B6.700 
:. , , -: ~.:. ~~ 

I Kantor PembaJl~ 
Va1.iko~a 
llilayah. SUra-

0
0 

DaJ-~o .Sela~ -

1936 -'- lambe Dukull Pska1 Beu~a' GedImg Tanah ~cr.1OO 

ataa TIC Dhal"a 
ta.!lah Vanita 

14388 Paka:L ~~a'/ 4e316400 
atas 
tanah 

7265 do~ T~XoscrJg 

MENGETAHUI : 

tJ-J' 
....... 19 S8 ..... 

DSIaJlt lIStl.AlY.XlAL . . . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. .. .. . 
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:--. , r 

.' 

4t~_ , 

8~890 
12.000 
ll;OOO 
39.-,00 
39!100 

, , 
, .. 

KARTU INVENTARIS BARANG 
<,.,;·:,,::,:_' A ',TANAH ' 
.~ ,.~~ ... . 

(KIB) 

~ 

,: Hnk 

4 
.'. ' . I _.~' 

<lIginden llaru n ' i 
. No,! ~8 Sby . 

Xel~ Ke;rutih 
- ~ e 

,.". 
';:' II Po 

"'''~ '. ' ..... 

-~ 

" ~ 
I:' 
!;! 
!! 

-',-
- StatUs' Tanah 

Sertif i kat 

. Nomor 

5 6 

e • 

!: -" - ~ - • • 0 

" 0 
;! ~ 

~ 

Pecggunaan 

7 

III !Can tor Lur.h 
- SD I:lpres 
- Ta.n.a3 lCosmg 

~ 1;a.!;Ibak 
~ tamb.U 

.;;amb»..k 
~ t--:l1lbak 
- ~b:..k 

-fo¢S-

11J.8vj ~ 

1;,0 ~~ 

MODEL : INV, 4 

NO, REGISTER 

NOMOR KODE BARANG 

Asal usul 

8 

llcmdo Do"" 

Pen.~ 
, I 

tanah g->.,nJaxct=. 

-"~ 
~: e - ~ 

, 

Barga 
~ribu:ln rupi~) 

9 

I!i 

-~ -, -
e 
~ 

, 

," 

Keterangan 

, 
10 

a; 42/T/l991 

as PT 10/1990 
GS n-/1590 
GS PT lfl1/T.9l ' 
US 19JjT'9! 
a; ~/1990 

IGETAHUI ia>unwu.Jl NGlIfIWHl1a;a)!jG.!l1 
....... ... ...................... 

lCE~:~~ ........ . ............... ................ ............ ........ 19 ..... .. 

~ , ' . " .. , . 
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,:~., : 
." .' , 

'., . 
". 
• 

Timur 

~. 

':U\"rq_ ~ ~ 
&.fls~!~ KERJA ... Lillli.~ . .f:tSrP.x,~ S3pi .. ~ •. E?iii. 

......... .- ... ~.'r" 

. .-, 
.;;\ . 
'-",: ~ !-: ., Kosng 

:Co song 

1++ 

-.- .~ 

MODEL 

".". 

Ganjaran 
'. · .l ...... 

+ 2.820.6oo~J-·.:{;aqfi;< 
'"··;:-.(, .... .-· I .~~·" 

+ 2 ;482 •• oo··"W. 
, , . ; ;; ,'." .. 

GaTJ.jaran 

......... .......... ......... , .... ..................................... ................ 19 ...... . 

KEPALA BAGJANIPENGURUS BARANG ............. : ............ .. 

, "L 
" j --=--='------ i 
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KARTU l!'1VENTARIG ,{ANG 

LOKASI 13.30.9.1 .• 09.P.Q.OO •. 

Lu3.S ~12 

2 

Letak {Lokasi) 
Alamat 

3 

.± 8.350.Mc: Jl.Ka.Ltjudan_ 
No ;123. Sbya. 

±11.330.H2 Ke l.Kali j udan 

tam'bak! :;:.79.770.112 di,lI'.eI.Keputih 

±13.430.H2 

tamlt>ak/± 9.350. 112 

\2 

-"-

di .Kel. Tambak_ 
Dono. 

) 

Hak 

, , 

A. TAN AH 

Status Tanah 

S e rtifik at 

No mor 

5 6 

('!GBl NO. REGISE R 
1 MOD EL : I!' 

, 0.1 . 0 .• 01 . 02 •......... . 

00 .01.01 03. .. ~ ....... ~ ....... . ..... . 
. 

NOMOR KODE BARAN'} 

Penggu.'1a3n Asal urul 
Hug. 

Keterang:m ( ribuan rupiah ) 

7 ~ 9 10 

Tanah _I !\p. 82.- Petok No.1 
Ganjaran. Persil No. 

30,31 dan 
A/n. Dr.Poe 
noma Kasid. 
Wal ikotama! 
Surabaya. 

kosong _11_ Rp. 64, - No. ', ; 
No • . 

18. clan 19, 

Tanah R~ . No. 2~ 
Persil No. ~ 

Tanah 
Desa. 

Te.reah - R;:.. Petok No. ~ 
Ganjaran Persi!. No. a 

Kelas :5 .1. 

.1>urabaya,. 26 . . Nopembar ..... 19 ·98 .... 
. . . . S.el-irp:t.'1J1. s . . ~ J.\l.r:G~ . . J<;aH.t~<lall ... 
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; Barang/ 
:l Barang 

KARTU INVENTARIS BARA.NG 
A. TAN AH 

Status Tanah 

Sertifikat 

Nemor 

98/T/91 

(KIB) NO. REGISTER 

NO:-'IOR KOOE BAR...-\NG 

Penggunaan 

" " 
" 
u 

" 
• 

AsaJ usul 

a 
n 

" 
• 
" 
a 

01 MODEL : INV 

01 . .......................... .. 

Han,. 
(ribuan rupiah) 

9 

Keterangan 

10 

tambak · ko"on~ 1 ." 

785 . 000 
444 .500 

571.000 
508.000 
824 · .000 h..asil penulta! 

dari sawah D}£ 

\ 

t.mbak koso rIg " 1.569 .250 
Suu,rejo . 
basil penukar 
2.n sawall Dk. 
?u:t:orejo 

. t3.~~ ?!iY.~ t. 7. .. I?~.S.~D;l~r. . ..... 19 .9$ . .. . 
. . I><:PA~. . .IlAl!MG .. .. . . 
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A. TANAH 
·_"I~<J"'" LOKASI •...•• ~},.3.Q~79.t9.9.,.9~ ................. . 

S-tatus Tanah 

Luas M2 
Let.ak ( LoJoisi ) 

Sertifikat A1amat Hak 
TanggaJ Nomor 

2 3 4 5 6 

).710 c .. Tecbak iltJndo - -
De~o 

, 

13.610 " It - -2.675 r. n - -36.690 It II - -3.400 " " - -3.766 Kel. TEndec .. :: -
'181 " It - -310 Ii .. - - -789 n It -
250 -" r: - -sao It " 
2l)() If It - -1.500 If If - -150 A " -

- ,--" 

NO. REGISTER 
NO.·KOOE BARANG 

penggunaan Asat- Usul 

7 ·S 

- PelltiBS 
!ansh 
Deso 

II - ft 

- " - II 

utor Kal. Ex.Eondc-
ndeo KiUu.'t deso . : . - n - tt - Ex. Kel1tor-

Ka1. 
tcmps t:f. .rend ]))30 

ft 1t 

If It 

lf5!am n 

IJ.:~r " 

., 

...... OOl-l4-.. :-....... - ... --.. -.-~ 

...... el~li~::.~.; _:r. ~ .. :. 

Harga 
(ribuan rupiah) 

9 

188.500 

680.500 
133.150 

1.834.500 
. 110.000 

564.900 
~ '.- . 

-1l1,150. 
46.-500 

118.350 

;n.SCQ 
87. COO 
30.000 

1.125.000 
22.5~)":/ 

·~a~"b.;y)t;··"· "re::reobG~" • "." '-" "" 19 SM"' 
• i?endl!s~ • Pent;111.'U~" 

. ( . . .. ) 
_.:.a..¥.i6AiL.J:::.&.---=-~-
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KODE LOKASI . .. '.~:2. J9 .•. 7.Q.99 .•. 09 .................. . 

1 

Luas M 2 

2 

433 

1 . 2i6 
2.112 

4. 800 
3.600 

540 

120 

500 
540 

" , '"t-
v ,_ 

I 

Lelak ( Lokasi ) 
Alama! 

3 

·n; lionorejo li 

Jl. lk. Kal.an 

Jl. a ., KuJ.on 

Jl. l'Io.norejo 

Jl. IIk.Telegs 
ail. XIV 

J1. l:k,,~otdr1n 

J1. Lk.Tohirin 
Jl. lk.TohirID 
Jl. Lk.KssCI!n 

.. ," . • MENGETAHUI : . 

.. Ke.lll"'·OO Il:lll.on -- . ~ 
~ ' '': .:', 

. . . - 1 . . 
. / ~ 

. . 80ETnu iO, . SH./;;. ) 
• • • L t ' ,.... _. ,- -. . -

KARTU INVENTARlS BARANG ( KIB ) 
A. T AN AH 

Ha k 

4 

-
---
-
-
-
-

NO. REGISTER 

NO. KOOE 'BARANG 

Status Tana h 

Se rtif ik at . Penggunaan 
~-----r------~ 

Asal · usul 

Tanggal NolnO( 

5 6 

-

- -- -
-

- -
- -- -

7 8 

llloJid Rudl.2 Keo IV"" 
tul J.nsh 

IKent()r Kel . 

fsdUii/!1'8le9 
T<lle/9l RW 

Pas mIT /RT 
Penj ,",len ~ 
P 1lI14 Fa"" r 
Po' RW X 
;:;, 18 1 Rll X 
Pas RT U/X 

u 

o 

• 
n 

a 

n 

., 
n 

.... .Q91",Q09 ...... ...... _ ... __ .. . 

. .... 00.11,,(M.'Ol ....... o •• :. : 

Harga 
(,i!x;an rupiah) 

9 

25.000 

35.000 
35.000 ,_. ,' ,-: . 
25';000 
35.000 

35.000 

35.000 
35.000 
35.000 

Keterano 

~ l'.t:<l 98.Y.Q •.. . . . P.E!q~~~., ... . .... 19 ' . . 9$ 

------
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KARTU 
.... ~ 

-i:ODE LOKAsI : .:t3~)Q.~e.a .. t>J..::; ... : .... ::·.~~~ .... . 
'.~ -.:-:~~_# __ ., .. _..,· •. _-...... '\ ... ~ •• .....,.,~_a_. __ ..... .,.._ .... ", .• ~, 

ama ..... '_n .. 

anah 
'.' It 

~~- .. 
t'" 
;.~. It 

J41 

7.31°. 
12.000 
. 4.'020 

'. , 
600 

, .600 
27.550. 
1~ .030 

29 •. 720 

3.000 
7.~10 

1,).070 

~. c;.x> 
~ ~ . 
,... ~ .. ~" :;. ....... ". 
1').~:~ 

5.J:::-_ 
:: .. ~4"'\.~ 
,.Ie •• -.' 

.. 

................. '. 

; ;';Letak (Lokasi) 1- ., .. ' ..... 
\~'",.:;:··f.:Alamat .. 

~t~1~;·::: ~. :::. 
.... --.. - .' 

3 

t Sar.eai ·R!i. rr .... ·It .R~·r • III 

" RW'. V 

" mr. V 

" R~f. II 
II Ril. rf 
II R:T. ~-.!...!. 

II 2:1. 'E'r 

" 
...... 
.~.I. J: 

" ]~f. 'j 

" :-- r . ...• . 
.. .1.; • .t.l":' 

" ") .~ 
- •. f. I!: 

.1 :u. II 
.1 ~-l r·J _ ... 
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